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P U T U S A N
Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Permohonan cerai talak antara;

Pemohon, umur 37 tahun, tempat / tanggal lahir, Kota Baru, 19 Juli 1983, NIK.

6408091506820003, No. Hp. 085246979727, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Bayan Resos.,

tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.18, RW. 06, Desa

Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,

selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, tempat / tanggal lahir, Balikpapan, 31 Januari 1993,

No. Hp. 082188336191, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros

Sangkulirang, RT.10, Desa Sepaso Timur, Kecamatan

Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 3

Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta,

Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Sgta tertanggal 3 Februari 2020 telah mengajukan

Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada

tanggal 15 Februari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/11/II/2015,

tanggal 06 Februari 2015.

2. Bahwa, sebelum menikah pemohon berstatus duda cerai, dan termohon

berstatus janda cerai.

3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumha

kontrakkan di jalan Awang Long, Desa Sepaso selama 1 tahun 6 bulan,

kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke kontrakkan di Jalan

Mulawarman selama 2 bulan.

4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), namun belum

dikaruniai keturunan.

5. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan

harmonis namun pada bulan September 2016, terjadi perselisihan dan

pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan, pemohon bersama

pihak kepolisian, mempergoki termohon, tengah berduaan dengan lelaki lain

didalam kamar hotel Kalimaya, kamar 118, Kecamatan Bengalon, kemudian

pemohon melaporkan kejadian tersebut di pihak Kepolisian setempat, dan

dalam pengakuan termohon, bahwa termohon dan lelaki tersebut telah

melakukan hubungan suami istri.

6. Bahwa, pasca kejadian tersebut pemohon dengan termohon pisah tempat

tinggal hingga sekarang, dan informasi yang pemohon dapatkan saat ini,

bahwa termohon telah menikah siri' dengan lelaki dan telah memiliki seorang

anak.

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan

termohon namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan

termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Sangatta;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus

orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut

relaas panggilan tanggal 7 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 yang

dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan

ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu

halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun

2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara

memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk

bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan

pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat

Permohonan Pemohon, akan tetapi tidak hadir di persidangan untuk menjawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Permohonan Pemohon tersebut, meskipun berdasarkan relaas panggilan

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 5 Februari 2020 telah diberitahukan

bahwa permohonan Pemohon dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka

persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640804091506820003 tertanggal 2

April 2019 atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Nomor 035/11/II/2015 Tanggal 16

Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga

menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saiful Hadi bin H. Noor Aini, saksi tersebut memberikan keterangan

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sauda

seibu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Bengalon;

- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab bertengkarnya Pemohon dan Termohon adalah karena

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon pernah pernah memergoki Termohon bersama laki-laki

di hotel;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai

sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan

Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Kirman bin Tamrin, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Bengalon;

- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab bertengkarnya Pemohon dan Termohon adalah karena

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon pernah pernah memergoki Termohon bersama laki-laki

di hotel;

- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai

sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan

Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di

persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula

untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka

segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara

ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama

untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan perceraian diajukan di tempat

kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon,

oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 maka Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (persona

standi in Judicio) untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang

berperkara agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana Pasal

82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan,

sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu

tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya

Pemohon (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138

ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak

jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah

membenarkan Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup

alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebelum

mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat

dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan

Termohon maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan

bukti P.1 sebagai akta autentik setelah diperiksa memenuhi syarat formil dan

materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil

dan materil bukti autentik, maka bukti P.1 tersebut sempurna dan memiliki

kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang

telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pemohon telah

menghadirkan (2) dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan

sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para

saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil Permohonan

Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai

bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan

dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menerangkan

sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah

bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan,

setelah memperhatikan surat Permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan

keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan

sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah

pada tanggal 15 Februari 2015;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

3. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

rukun dan harmonis lagi;

4. Bahwa penyebab bertengkarnya Pemohon dan Termohon adalah karena

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah pernah

memergoki Termohon bersama laki-laki di hotel;

Disclaimer
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5. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai

sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati supaya kembali rukun

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di

atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan

Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri

memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang

baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak

dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian

retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk

bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk

menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat

perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak

mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan

akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi

kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah

yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu

artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap

kemashlahatan” ;
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Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah

tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman

Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: “Dan jika

mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha

Mendengar, Maha Mengetahui”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan

tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan

Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Sangatta;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 866.000,- (delapan puluh enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020
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Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad

Asy Syafi’i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi

Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh

Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 750.000,00

4. Biaya PNBP Rp 20.000,00

5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

6. Biaya Materai Rp 6.000,00+

JUMLAH Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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